
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 

                           NOMOR  3   TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 21 
TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN  PEMANFAATAN FLORA DAN 

FAUNA  YANG TIDAK  DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH 

   
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengendalian  
Pemanfaatan Flora Dan Fauna  Yang Tidak  Dilindungi 
Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah sudah 
tidak sesuai lagi oleh karena itu, perlu dilakukan 
pencabutan; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengendalian  
Pemanfaatan Flora Dan Fauna  Yang Tidak  Dilindungi 
Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor  10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan 
Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86–
92); 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 59 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
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